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BUPATI MALANG 
 
 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR      31     TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG  

NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN   

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2011 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : a.  bahwa dengan adanya penerimaan Bantuan Keuangan yang 

Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka 

Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2011 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu dilakukan perubahan; 

b.  bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran 

menimbang ini, maka perlu mengubah Peraturan Bupati 

Malang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2011 dengan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438);  

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang  

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 



 

D:\titip\Ubah Penjabaran APBD 2011.doc 

 

3 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang  

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang  

Pinjaman  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang  Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010            

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang  Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005           

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang  

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang  

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang  

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 

Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4812); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang  Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2011 Nomor 1/A); 

35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2011 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 1/A); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 4/A), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2007 Nomor 2/A); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006                

Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam 

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011         

Nomor 1/D); 
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40. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/A); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 

2011 Nomor 1/A); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 2/A); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2011 Nomor 4/A); 

45. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2011 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2011 Nomor 10/A); 

 

Memperhatikan : 1.  Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 30 

September 2011 Nomor: 900/7941/206/2011 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

Tahun 2011; 

  2.  Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 17 

Oktober 2011 Nomor: 903/5624/202/2011 tentang Plafon 

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada 

Kabupaten/Kota pada PAPBD Provinsi Jawa Timur          

Tahun 2011; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 27 TAHUN 2011 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN    

ANGGARAN 2011. 
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Pasal  I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2011 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011           

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 10/A), diubah                

sebagai berikut : 

a. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi : 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula 

berjumlah  Rp.1.628.821.306.319,00 bertambah sejumlah Rp.262.295.533.719,00 

sehingga menjadi  Rp.1.891.116.840.038,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan: 

 a.   Semula  Rp.  1.628.821.306.319,00 

 b.   Bertambah  Rp.     262.295.533.719,00 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan  Rp.  1.891.116.840.038,00 

 

2. Belanja: 

 a.   Semula Rp.  1.821.834.298.452,00 

 b.   Bertambah  Rp.     209.915.497.386,67 

      Jumlah setelah perubahan Rp.  2.031.749.795.838,67 

 

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.    (140.632.955.800,67) 

 

3. Pembiayaan: 

 a.   Penerimaan: 

  1) Semula  Rp.     205.012.504.533,00 

  2) Berkurang  Rp.     (49.091.644.732,33) 

  Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.     155.920.859.800,67 

 b.   Pengeluaran: 

 1) Semula  Rp.        15.924.000.000,00  

 2) Berkurang  Rp.           (636.096.000,00) 

 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp.        15.287.904.000,00 

 

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp.      140.632.955.800,67 
 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.                               0,00 

 

b. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I dan II. 
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Pasal II 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.  
 

 

 

Ditetapkan di Malang 

pada tanggal    28 Oktober       2011 

 

BUPATI MALANG, 

 

Ttd. 
 

H. RENDRA KRESNA 

Diundangkan di malang  

pada tanggal 28 Oktober 2011 

     SEKRETARIS DAERAH 

  Ttd.  

 ABDUL MALIK   

NIP . 19570830 198209 1 001 

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2011 Nomor 13/A 

 


